PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
J1. Soekarno Hatta No. ..... Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
Timur, perlu ditunjuk Pejabat pengadaan barang/jasa lingkup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, periu
ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Neg: 2 Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor z3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan Ke-6;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar



Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Luwu  Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu Timur(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020 Nemoar 60);

MEMUTUSKAN :

. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tentang Penunjukan Pejabat pengadaan barang/jasa Lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2021;

: Menunjuk Saudara GUNAWAN WIJAKSONO, Pangkat/Gol, Penata TK.

I/Illd, NIP. 197605252006041010, sebagai Pejabat Pengadaan

Barang/Jasa Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kahiuinatan | inant Tirmi e



KEDUA : Tugas wewenang dan tanggungjawab Pejabat pengadaan barang/jasa

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan proses pengadaan barang/jasa yang meliputi :
a) . Verifikasi HPS dari PPK;
b) . Verifikasi Dokumen pengadaan barang/jasa;

2. Menyerahkan hasil penetapan penunjukan kepada PPK;

3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 4 Oktober 2021

KEPALA DINAS,

/4 HALSEN, S.IP, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19720424 199203 1 004
Tembusan Yth.:
Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur di Malili;
Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili;
Kabag. ULP Setdakab. Luwu Timur di Malili;
Yang bersangkutan di Tempat;
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